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BAB II 

PENGERTIAN,  KEWENANGAN DAN  TUGAS PENYIDIKAN, JENIS, 

BENTUK UMUM VISUM ET REPERTUM, DAN VISUM ET REPERTUM 

MENURUT HUKUM ACARA PIDANA ISLAM   

A. Tinjauan Umum Penyidikan 

a. Pengertian 

Berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana.  

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
28

 

 R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau 

dari sudut kata sebagai berikut :“Penyidikan berasal dari kata “sidik” 

yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang 

atau jelas. “Sidik”  berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti 

mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti 

setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. 

Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik 

                                                             
  

28
 Kejari, “Hukum Acara Pidana, UU No 8 tahun 1981”, http://www. kejari 

jaksel.go.id/useruploads/uu/1252127651.pdf 
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tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang 

suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergu-nakan pula istilah 

“pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan 

penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah 

“opsporing” dan dalam bahasa Inggris disebut “investigation”.   

Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari 

tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan 

siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.
29

 

 Mengenai yang dimaksud dengan tindakan penyidikan berdasarkan 

definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang 

menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 

 Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th. 2002 No. 2 tentang 

Kepolisian RI  serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian 

yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa : “Penyidikan 

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
30

 

                                                             
29

  R.Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, (Bogor: politea, 1980 ), 17 

30
 Undang- undang tahun 2002 No 2. 
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 Berdasarkan pengertian dan rumusan yuridis diatas, dapat 

disimpulkan bahwa tugas utama penyidik adalah mencari serta 

mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi 

terang serta dapat diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana 

tersebut.  

b. Fungsi penyidikan 

Fungsi penyidikan ialah mencari dan menemukan kebenaran 

materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya, seperti apa 

yang dikemukakan R.Soesilo. Bahwa R Soesilo   menyamakan fungsi 

penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : “Sejalan dengan 

tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah 

mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-

benarnya.
31

 

 Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari 

peyidikan adalah mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya 

untuk mencapai kebenaran materiil, dan juga untuk lebih memperkuat 

bahwa sebuah tindakan pidana benar-benar dilakukan atau tidak. 

 Abdul Mun’in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono 

mengemukakan mengenai fugsi penyidikan sebagai berikut :  

                                                             
31

 R.Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal,27 
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“Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian 

yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu 

dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-

lengkapnya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang 

terjadi.
32

  

 

Pencapaian kebenaran materiil yang di maksud dalam pemeriksaan 

perkara  pidana adalah bukanlah kebenaran mutlak, sebab segala apa 

yang terjadi (apabila jangka waktunya sudah lama), maka tidak mungkin 

kebenaran itu dapat dibuktikan dengan selengkap- lengkapnya. Namun 

yang dapat diartikan disini adalah kenyataan yang sebenar-benarnya. 

 Tujuan pertama-tama dalam rangka penyidikan adalah 

mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal ikhwal, bukti dan 

fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan 

atas fakta ini kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang 

terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga 

gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi 

lengkap. 

c. Pejabat penyidik, tugas dan kewenangannya. 

                                                             
32

 Abdul Mun’in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran 
Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, (Jakarta: Karya Unipres, 1982), 4  
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Mengenai pejabat yang berwenang melakukan tindakan 

penyidikan, Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan bahwa : “Penyidik 

adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

untuk melakukan penyidikan”.
33

 

 hal ini disebutkan lebih lanjut pada pasal 6 ayat (1) KUHAP yang 

juga menentukan bahwa penyidik adalah : 

1. pejabat polisi negara Republik Indonesia ; 

2. pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang. 

Kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan mengenai 

syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan 

Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana, pada bab II pasal 2 ditentukan syarat 

kepangkatan Penyidik adalah sebagai berikut : 

1. Penyidik adalah : 

a) Pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya 

berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, Sekarang dengan 

                                                             
33

 Gerry Muhammad Rizki, KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 
Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP, 193  
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berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/ 82 / VI/ 2000 

tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian 

Dinas Harian di Lingkungan POLRI pangkat ini berubah menjadi 

Inspektur Polisi II (AIPDA Pol.). 

b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya 

berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang 

disamakan dengan itu.  

2. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan 

Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu 

Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.  

Kepangkatan ini sekarang berubah menjadi Inspektur Polisi II. 

Mengenai tugas penyidik, hal ini terkait dengan pengertian 

penyidikan sebagaimana yang ditentukan secara yuridis dalam 

undang-undang. Berdasarkan pengertian secara yuridis maka tugas 

seorang penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu 

peristiwa yang telah ternyata sebagai tindak pidana, untuk membuat 

terang tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya. 

  Mengenai wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya, 

hal ini mendapat pengaturan baik dalam KUHAP maupun dalam 

Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara 
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Republik Indonesia. Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP ditentukan 

mengenai wewenang penyidik, dimana disebutkan bahwa karena 

kewajibannya penyidik mempunyai wewenang:
34

 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya 

tindak pidana 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 

penyitaan 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara 

i. Mengadakan penghentian penyidikan 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 

 

Pada pasal 16 ayat (1) Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa 

dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang penegakan 

hukum pidana, Kepolisian Negara RI mempunyai wewenang untuk :
35

 

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 

penyitaan, 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat 

kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan 

                                                             
34

 Gerry Muhammad Rizki, KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 
Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP, 199  

35
 KPU, “Undang – Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia”, http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%20KEPOLISIAN.pdf 
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c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam 

rangka penyidikan 

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara 

h. Mengadakan penghentian penyidikan 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum 

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi 

yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan 

mendesak 

k. atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang 

disangka melakukan tindak pidana 

l. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 

pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik 

pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ; 

dan 

m. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 

 

Tindakan lain yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas 

(pada huruf m), lebih lanjut dijelaskan pada pasal 16 ayat (2) yang menyatakan 

bahwa tindakan tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang 

dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, 

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 

dilakukan 

c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya 
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d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 

e. Menghormati hak asasi manusia. 

Mulai dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak 

pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan 

diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai 

dengan Pasal. 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang 

diduga sebagai tersangkanya telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai 

dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum 

atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat 

bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan 

dihentikan demi hukum. 

Menurut Pasal 8 ayat (3) bila penyidikan telah selesai maka penyidik 

menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan 

dengan dua tahap, yaitu :
36

 

a. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara 

b. Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik 

menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada 

penuntut umum. 

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, penyidikan dianggap selesai 

jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil 

                                                             
36

 Gerry Muhammad Rizki, KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 
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penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada 

pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. 

Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung 

jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.    

Pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan tahap awal dari 

keseluruhan proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh 

keputusan dari penuntut umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk 

dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan 

pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan 

terdapat hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang 

pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan. 

B. Visum et repertum 

a. Pengertian 

Visum et repertum berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. 

Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya dikenal dengan Ilmu 

Kedokteran Kehakiman, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa 

Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu 

yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu 

peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain 

(perdata). Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah 
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membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi 

kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu 

pengetahuan kedokteran.
37

 

Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada 

saat terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara, pemeriksaan 

korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana 

hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam 

bentuk surat yang dikenal dengan istilah visum et repertum.38
 

Visum et repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu 

Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “Visum”. Visum 

berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “visa”. Dipandang 

dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “visum” atau “visa” berarti 

tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang 

bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan 

disahkan, sedangkan “Repertum” berarti melapor yang artinya apa yang 

telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi 

visum et repertum adalah apa yang dilihat dan diketemukan.
39
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 R. Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Edisi kedua 

(Bandung: Tarsito 1983), 10 
38

 Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum 
Praktik Kedokteran, (jakarta: Djambatan,  2000), 26  
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 H.M.Soedjatmiko, Ilmu Kedokteran Forensik, (Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW 
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Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya 

KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian 

visum et repertum. Satu-satunya ketentuan perundangan yang 

memberikan pengertian mengenai visum et repertum yaitu Staatsblad 

Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan Staatsblad 

tersebut bahwa : “Visum et Repertum adalah laporan tertulis untuk 

kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, 

yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan 

ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada 

waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-

baiknya.
40

 

Dari pengertian visum et repertum tersebut diatas, dapat 

disimpulkan bahwa visum et repertum adalah keterangan dokter tentang 

apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang 

bukti guna kepentingan peradilan. Jadi dalam hal ini visum et repertum 

merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan. 

b. Jenis Visum et Repertum 

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti             

yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, Visum et Repertum  di 

golongkan menurut objek yang diperiksa sebagai berikut: 

                                                             
40
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1. Visum et repertum untuk orang hidup, jenis ini dibedakan lagi dalam: 

a) Visum et repertum biasa. Visum et repertum ini diberikan 

kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak 

memerlukan perawatan lebih lanjut. 

b) Visum et repertum sementara. Visum et repertum sementara 

diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut 

karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. 

Apabila sembuh dibuatkan visum et repertum lanjutan. 

c) Visum et repertum lanjutan. Dalam hal ini korban tidak 

memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, 

pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.  

2. Visum et repertum untuk orang mati (jenazah). Pada pembuatan 

visum et repertum ini, dalam hal korban mati maka penyidik 

mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik 

untuk dilakukan bedah mayat (outopsi). 

3. Visum et repertum Tempat Kejadian Perkara (TKP). Visum ini dibuat 

setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP. 

4. Visum et repertum penggalian jenazah. Visum ini dibuat setelah 

dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.  
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5. Visum et repertum psikiatri yaitu visum pada terdakwa yang pada 

saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala 

penyakit jiwa. 

6. Visum et repertum barang bukti, misalnya visum terhadap barang 

bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, 

contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.
41

 

Dalam penulisan skripsi ini, visum et repertum yang dimaksud adalah 

visum et repertum untuk orang hidup, khususnya yang dibuat oleh dokter 

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perkosaan. 

b. Bentuk Umum Visum Et Repertum 

Agar didapat keseragaman mengenai bentuk pokok visum et 

repertum, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan visum et 

repertum sebagai berikut. 

1. Pada sudut kiri atas dituliskan “PRO YUSTISIA”, artinya bahwa isi 

visum et repertum hanya untuk kepentingan peradian. 

2. Di tengah atas di tuliskan jenis Visum Et Repertum serta nomor 

Visum Et Repertum tersebut 

3. Bagian pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan: 
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a. Identitas Peminta Visum Et Repertum 

b. Identitas Surat Permintaan Visum Et Repertum 

c. Saat penerimaan Surat Permintaan Visum et Repertum 

d. Identitas Dokter pembuat Visum Et Repertum 

e. Identitas korban/ barang bukti yang dimintakan Visum Et 

Repertum 

4. Bagian pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter yang dilihat 

dan ditemukan pada barang bukti. 

5. Bagian kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang 

dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti. 

6. Bagian penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa Visum Et 

Repertum ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu 

menerima jabatan. 

7. Di sebelah kanan bawah diberikan Nama dan Tanda tangan serta cap 

dinas dokter pemeriksa. 

Dari bagian visum et repertum sebagaimana tersebut diatas, 

keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada 

Bagian Pemberitaan. Sedangkan pada Bagian Kesimpulan dapat 

dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksa. 
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C. Peranan Visum Et Repertum Dalam Proses Penanganan Delik Pidana 

Terkait dengan peranan Visum Et Repertum, sebelum kita mengulas 

tentang bagaimana peranan Visum Et Repertum maka kita akan telaah terlebih 

dahulu dengan apa yang di maksud dengan  kata “peranan”. 

 Dalam kamus  Besar Bahasa Indonesia kata “peran” diartikan sebagai  

seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

dalam masyarakat”. Sedangkan kata “peranan” diartikan yaitu “bagian dari 

tugas yang harus dijalankan”. Kata “pemeranan” diartikan “proses, cara, 

perbuatan memahami, perilaku yang diharapkan dan diikatkan dengan 

kedudukan seseorang.
42

 

 Dari definisi tentang “peranan” di atas yang berartikan sebagai tugas 

yang harus dijalankan, maka kemudian ketika kata “peranan” disandingkan 

dengan kalimat Visum Et Repertum maka yang di maksud adalah tugas, fungsi 

dari pada Visum et repertum yang khususnya dalam skripsi ini lebih di 

tekankan pada perkara pidana pencabulan. 

 Menurut H.M. Soedjatmiko, sebagai suatu keterangan tertulis yang 

berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada 
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dalam suatu perkara pidana, maka visum et repertum mempunyai peran 

sebagai berikut: 

a. Sebagai alat bukti yang sah. 

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) jo pasal 

187 huruf c. 

b. Bukti penahanan Tersangka 

Didalam suatu perkara yang mengaharuskan penyidik melakukan 

penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus 

mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. 

Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh 

tersangka terhadap korban. Visum Et Repertum  yang dibuat oleh dokter 

dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk 

melengkapi surat perintah penahanan tersangka. 

c. Sebagai bahan pertimbangan hakim. 

Meskipun bagian kesimpulan Visum Et Repertum  tidak mengikat 

hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah 

Visum Et Repertum adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat 

tindak pidana, disamping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat 

dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan 
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oleh dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan 

bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.
43

 

Berkaitan dengan di atas bahwa pemeriksaan perkara pidana adalah 

mencari kebenaran materiil, maka setiap masalah yang berhubungan 

dengan perkara pidana tersebut harus dapat terungkap secara jelas. 

Demikian halnya dengan visum et repertum yang dibuat oleh dokter 

spesialis forensik atau atau dokter ahli lainnya, dapat memperjelas alat 

bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah 

yang bersalah melakukannya. Sehubungan dengan hakekat pemeriksaan 

perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka kemungkinan 

menghadapkan Dokter untuk membuat visum et repertum adalah suatu hal 

yang wajar demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian.  

Mengenai dasar hukum peranan visum et repertum dalam fungsinya 

membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana, hal ini 

berdasarkan ketentuan dalam KUHAP yang memberi kemungkinan 

dipergunakannya bantuan tenaga ahli untuk lebih memperjelas dan 

mempermudah pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana. 

 Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada 

tahap penyidikan penyidik dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini 
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meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh dokter pada visum et 

repertum yang dibuatnya atas pemeriksaan barang bukti, adalah sebagai 

berikut : 

a) Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang 

Penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang 

diperlukan dalam pemeriksaan perkara. 

b)  Pasal 120 KUHAP. Pada ayat (1) pasal ini disebutkan : “Dalam hal 

penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli 

atau orang yang memiliki keahlian khusus.” 

c) Pasal 133 KUHAP dimana pada ayat (1) dinyatakan : “Dalam hal 

penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban 

baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa 

yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan 

permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau 

dokter atau ahli lainnya”.  

Ayat (2) Pasal 133 KUHAP menyebutkan : “Permintaan 

keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk 

pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan 

bedah mayat.”  
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Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan 

bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum 

dalam Pasal 179 KUHAP dimana pada ayat (1) disebutkan : “Setiap orang 

yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau 

ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”    

Bantuan dokter untuk proses peradilan dapat diberikan secara lisan 

(berdasar Pasal 186 KUHAP), dapat juga secara tertulis (berdasar pasal 187 

KUHAP). Bantuan dokter untuk proses peradilan baik secara lisan ataupun 

tertulis semuanya termasuk dalam pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang 

sah.  

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP diatas, maka baik 

tindakan  dokter dalam membantu proses peradilan (dimana dalam hal ini 

tindakan membuat visum et repertum untuk kepentingan penanganan perkara 

pidana) maupun tindakan penyidik dalam meminta bantuan tersebut, keduanya 

mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya. 

D. Visum Et Repertum Menurut Hukum Acara Pidana Islam 

Dalam delik pidana kehadiran alat bukti sangatlah penting guna 

menjaga hak-hak pada setiap manusia. dalam acara peradilan Islam, setiap 

korban dan pelaku diberi hak yang seimbang. 
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Seiring dengan perkembangan zaman manusia semakin peka akan 

masalah dan cara menyelesaikannya. Salah satunya yang terjadi pada 

perkembangan technologi dan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini 

berpengaruh pada kepentingan penyidikan untuk membuktikan sebuah 

kesalahan, khususnya pada perkara pidana. Pembuktian dalam hukum Islam 

khususnya pada persoalan zarimah zina dikenal tiga pembuktian yaitu 

persaksian, pengakuan, dan  qarinah.
44

  

Visum Et Repertum merupakan alat bukti baru dalam hukum islam 

yang jenisnya berbeda dari ketiga alat bukti yang sudah dijelaskan dalam 

hukum islam. namun pengertian tertulis Visum Et Repertum diterangkan 

dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 pada pasal 1 yang menyatakan 

bahwa visum et repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh 

dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang 

diperiksanya, yang mempunyai daya bukti dalam perkara- perkara pidana. 
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